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Di Indonesia, persoalan pencatatan perkawinan sudah lama muncul sejak
lahirnya rancangan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan. Perkara isbat berawal dari perkawinan yang tidak tercatat di
Kantor Urusan Agama (KUA). Meski sah menurut agama, tetapi perkawinan
dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan akan
menimbulkan kemaslahatan.

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yang mana
pengambilan data dari lapangan yaitu field research, yang mana data yang
didapat melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Medan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Isbat Nikah bertujuan untuk mewujudkan
ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui
perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan,
dan bagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga. mengajukan Isbat
nikah di Pengadilan Agama yaitu karena adanya perkawinan dalam rangka
penyelesaian perceraian, hilangnya Akta nikah dan adanya keraguan tentang
sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengaturan mengenai Isbat nikah sudah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (3)
menjelaskan bahwa Isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan
pengajuannya melalui 5 prosedur: Pertama, Melakukan pendaftaran ke
Pengadilan Agama Medan Kelas I.A, Kedua, Membayar panjar biaya perkara,
Ketiga, Menunggu panggilan sidang dari pengadilan, Keempat, Menghadiri
persidangan, Kelima, Putusan atau penetapan Pengadilan. Lalu dasar hukum
Hakim dalam mengabulkan Isbat Nikah terdapat di UU No 1 Tahun 1974 Pasal
2 Ayat (1), Pasal 64 dan KHI Pasal 7. Sedangkan dasar Hakim menolak Isbat
Nikah terdapat di UU No 1 Tahun 1974 Pasal 4.
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